Sekolah Rakyat Resmi Dimulai,
Prabowo Target Putus Rantai
Kemiskinan

Jakarta, sultranet.com - Pemerintah mulai menggulirkan Program Sekolah
Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini merupakan inisiatif Presiden
Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis
berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kegiatan
dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin, 14 Juli
2025.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden
Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus
rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ujar Tenaga Ahli
Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, saat ditemui di Jakarta,
Minggu (13/7).

Program ini menyasar keluarga yang masuk kategori desil 1 dalam Data Tunggal
Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS—yakni keluarga miskin ekstrem yang
selama ini kesulitan mengakses pendidikan layak karena hambatan ekonomi.
Meski sekolah negeri telah digratiskan, menurut Adita, banyak anak dari keluarga
kurang mampu tetap tak bisa bersekolah karena tak sanggup membayar ongkos
transportasi, membeli seragam, atau perlengkapan sekolah lainnya.

“Untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan. Jadi, walau sekolah tidak
memungut biaya, tetap saja banyak anak yang tidak bisa melanjutkan
pendidikan,” kata Adita.

Berdasarkan data BPS (September 2024), jumlah penduduk miskin di Indonesia
tercatat 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi. Dari jumlah itu,
sekitar 3,17 juta jiwa diklasifikasikan sebagai miskin ekstrem. Kondisi ini
memperlihatkan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia
menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kemiskinan berdampak luas pada pendidikan dan kesehatan, serta mempersempit
peluang masyarakat untuk berkembang. Data BPS juga menunjukkan
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ketimpangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas antara
kelompok ekonomi terbawah dan teratas. Pada kelompok rumah tangga kuintil 1
(pengeluaran terendah), APK jenjang SMA/SMK hanya mencapai 74,45 persen,
jauh di bawah kuintil 5 yang mencapai 97,37 persen.

Selain itu, 19,20 persen anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah. Tercatat
sebanyak 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang
SMA/SMK. Dari angka tersebut, 76 persen di antaranya mengaku berhenti
sekolah karena alasan ekonomi. Sementara 8,7 persen lainnya terpaksa bekerja
atau menghadapi tekanan sosial dalam keluarga.

“Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret atas masalah ini. Melalui sistem
sekolah berasrama dan gratis, seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara,” jelas
Adita.

Tak hanya membebaskan biaya pendidikan dan hidup, Sekolah Rakyat juga akan
memberikan pelatihan keterampilan hidup serta pemetaan potensi dan minat
siswa. Dengan bekal ini, lulusan diharapkan siap memasuki dunia kerja atau
bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

“Presiden Prabowo telah menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dijalankan
dengan cara yang benar dan tepat sasaran. Beliau ingin anak-anak ini tumbuh
menjadi generasi yang kuat dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan
Indonesia Emas 2045,” tambah Adita.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi jangka panjang
pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia, sekaligus
mengatasi akar kemiskinan struktural. Dengan konsep inklusif dan dukungan
negara, anak-anak dari keluarga rentan kini memiliki peluang lebih adil untuk
menata masa depan.




Pemprov Sultra Ikuti Rakor
Inflasi, Fokus Stabilkan Harga dan
Kawal Program Nasional

Kendari sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang
digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Kegiatan yang
berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025 itu dipusatkan di Ruang Rapat Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, dan menjadi bagian penting
dari upaya pemerintah menjaga kestabilan harga serta mempercepat pelaksanaan
program prioritas nasional.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir,
dan turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga seperti Badan Pusat
Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Kantor
Staf Presiden (KSP). Hadir pula para narasumber yang memaparkan strategi dan
data terkini, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji
Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan
dari Kementan dan KSP.

Dari Pemprov Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, serta
perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD
teknis turut berpartisipasi dalam rapat yang berlangsung interaktif itu.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran strategis
pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang dan setelah
momen besar seperti hari raya keagamaan. Ia juga meminta agar seluruh kepala
daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program-program
prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden RI.

“Kami mohon atensinya. Ini program prioritas Bapak Presiden dan memiliki
konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Kita akan
undang secara khusus kepala daerah yang belum mengusulkan untuk
mempertanggungjawabkannya,” ujar Tomsi tegas.

Beberapa program nasional yang menjadi sorotan dalam rakor ini antara lain
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penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna
mendukung penurunan angka stunting, percepatan pembangunan tiga juta rumah
layak huni, pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan
UMKM, serta pelaksanaan layanan kesehatan dan pendidikan gratis.

Tomsi juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat sedang memfokuskan
langkah konkret untuk menurunkan harga komoditas utama yang belakangan
mengalami lonjakan, seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit.
Namun, ia menyebut harga telur dan daging ayam ras masih dalam kategori
wajar.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini mengungkapkan tren inflasi nasional
selama momen Idul Adha dalam kurun 2021 hingga 2024. Menurutnya, inflasi
saat Idul Adha umumnya lebih rendah dibandingkan Ramadan dan Idul Fitri,
kecuali pada tahun 2022.

“Komoditas yang dominan memicu inflasi saat Idul Adha adalah cabai merah dan
cabai rawit. Data Indeks Perkembangan Harga minggu kedua Juni 2025
menunjukkan ada 14 provinsi yang mengalami kenaikan, 1 provinsi stabil, dan 23
provinsi mengalami penurunan,” paparnya.

Data BPS juga menyebutkan bahwa pada Mei 2025, beberapa komoditas yang
paling berpengaruh terhadap inflasi di antaranya adalah tomat, beras, dan
ketimun. Informasi ini menjadi rujukan penting bagi daerah untuk menentukan
langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran.

Rakor ini bukan hanya soal pengendalian harga, tetapi juga menjadi panggung
untuk mempercepat realisasi agenda-agenda strategis pemerintah pusat.
Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci
untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, terutama dalam
situasi ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Bagi Pemprov Sultra, rakor ini menjadi kesempatan memperkuat koordinasi,
menyusun langkah taktis menghadapi tantangan inflasi, serta memastikan
program-program nasional bisa dijalankan secara konkret dan terukur di daerah.



Pemprov Sultra Komit Jaga Inflasi
dan Stabilitas Pangan

Kendari, sultraner.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga inflasi dan stabilitas harga
pangan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang
digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa, 4 Juni
2025.

Rapat rutin mingguan ini dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri,
Tomsi Tohir, dan menghadirkan sejumlah pejabat penting dari berbagai
kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur
Statistik Harga BPS, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian
Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II
Setda, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas ESDM, perwakilan Kadin, Bank
Indonesia serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan
program prioritas nasional untuk mendukung stabilitas ekonomi dan penguatan
daya beli masyarakat.

“Pemda diminta siapkan minimal tiga lokasi dapur umum untuk program Makan
Bergizi Gratis (MBG), yang akan dikelola Badan Gizi Nasional. Lahannya bisa dari
aset pemda maupun desa,” jelas Tomsi.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penetapan Peraturan Kepala
Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk
mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
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Tomsi turut menyoroti pendirian Koperasi Merah Putih yang harus memiliki
legalitas notaris agar dapat berpartisipasi dalam program bantuan. “Launching
nasional koperasi ini dijadwalkan 12 Juli. Koperasi tanpa akta notaris tidak akan
diakui,” tegasnya.

Rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Direktur Statistik Harga
BPS, Windhiarso Ponco Adi P., melaporkan deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025.
Inflasi tahunan pun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi, dan hanya tujuh provinsi yang
mengalami inflasi. Faktor utama perubahan harga antara lain kenaikan harga
bawang merah, realisasi impor bawang putih yang masih rendah, serta tren
kenaikan harga emas dunia,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyoroti
fluktuasi harga pangan. Komoditas seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, dan
gabah kering giling (GKG) berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP),
sementara bawang putih, daging kerbau impor, dan sejumlah beras melampaui
Harga Eceran Tertinggi (HET).

Badan Pangan Nasional merespons dengan sejumlah langkah strategis, di
antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP),
pengadaan Kios Pangan, serta penyaluran bantuan pangan seperti SPHP beras
dan jagung.

Rakor ditutup dengan penekanan kembali dari Sekjen Kemendagri agar kepala
daerah tidak hanya menunggu data dari pusat, tetapi turun langsung ke pasar
dan menyentuh persoalan masyarakat.

“Stabilitas harga bukan hasil kebetulan, tapi hasil kerja nyata dan kolaborasi.
Pemda harus aktif, cepat, dan responsif,” pungkas Tomsi.

Partisipasi aktif Pemprov Sultra dalam rakor ini menjadi cermin kepedulian dan
keseriusan daerah dalam menyukseskan program pemerintah pusat, menjaga
daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan lokal secara
berkelanjutan.



